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Perlindungan Dari Penghilangan Paksa

Lembaga Pengadilan
HAM Kudu Diperkuat

Komisi | DPR tengah menggodok Rancangan
Undang-Undang [RUU) tentang Pengesahan Konvensi
Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari
Penghilangan Paksa. Salah satu yang mengemuka
adalah Pengadilan HAM dalam upaya memberikan
perlindungan secara cepat, sederhana, dan segera bisa

dirasakan para korban.
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